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Abstract: Object processing property tax in the District Kebonagung is handled by the 
respective village office. This means that, in managing the district it self does not directly 
participate in managing data collection from any property tax objects subject to tax in each 
village throughout the District Kebonagung. Each village office responsible for processing tax 
in full on their respective areas. Therefore, the smooth processing of property tax each year 
in the District Kebonagung depends on the system being used each area / village. And 
almost every year in data collection issues is always there. As a result, the processing of 
property tax that should quickly and effectively to walk slowly. Therefore, there must be a 
system of property tax treatment that is able to overcome any obstacles that occur in every 
village in the district Kebonagung. This study will describe the activities and products 
resulting from the process. Processing System Design Attractions: United Nations conducted 
a complete, while implementation is limited to the process of data entry, data retrieval, and 
data processing. 
In this research, the authors hope to answer the processing system difficulties often 
faced by the officer making the data processing can be carried out effectively and efficiently. 
Keywords: Processing System, tax 
Abstraksi: Pengolahan objek PBB di Kecamatan Kebonagung ini ditangani oleh masing-
masing Kantor Desa. Artinya, dalam pengelolaannya pihak Kecamatan sendiri tidak secara 
langsung ikut mengelola pendataan objek PBB dari setiap subjek pajak pada masing-masing 
desa diseluruh Kecamatan Kebonagung. Setiap Kantor Desa bertanggung jawab penuh 
pada pengolahan pajak di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, lancarnya 
pengolahan PBB tiap tahunnya di Kecamatan Kebonagung tergantung dari sistem yang 
digunakan setiap daerah/desa yang bersangkutan. Padahal hampir tiap tahunnya masalah-
masalah dalam pendataan selalu ada. Akibatnya proses pengolahan PBB yang seharusnya 
cepat dan efektif harus berjalan lambat. Maka dari itu, harus ada sebuah sistem pengolahan 
PBB yang mampu mengatasi setiap kendala yang terjadi disetiap desa di Kecamatan 
Kebonagung. Penelitian ini akan menguraikan aktivitas-aktivitas dan produk-produk yang 
dihasilkan dari proses. Desain Sistem Pengolahan Objek PBB dilakukan secara lengkap, 
sedangkan implementasinya dibatasi hanya pada proses pemasukan data, pencarian data, 
dan perekapan data. 
Pada penelitian penulis berharap sistem pengolahan dapat menjawab kesulitan yang 
sering dihadapi oleh petugas sehingga proses pengolahan data bisa dilakukan dengan 
efektif dan efisien.  
Kata Kunci: Sistem Pengolahan, pajak 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kecamatan Kebonagung terbagi menjadi 
19 Desa. Dimana pengolahan objek PBB 
di Kecamatan Kebonagung ini ditangani 
oleh masing-masing Kantor Desa. Artinya, 
dalam pengelolaannya pihak Kecamatan 
sendiri tidak secara langsung ikut 
mengelola pendataan objek PBB dari 
setiap subjek pajak pada masing-masing 
desa diseluruh Kecamatan Kebonagung. 
Setiap Kantor Desa bertanggung 
jawab penuh pada pengolahan pajak di 
wilayahnya masing-masing. Oleh karena 
itu, lancarnya pengolahan PBB tiap 
tahunnya di Kecamatan Kebonagung 
tergantung dari sistem yang digunakan 
setiap daerah/desa yang bersangkutan.  
Padahal hampir tiap tahunnya 
masalah-masalah dalam pendataan selalu 
ada. Akibatnya proses pengolahan PBB 
yang seharusnya cepat dan efektif harus 
berjalan lambat. Maka dari itu, harus ada 
sebuah sistem pengolahan PBB yang 
mampu mengatasi setiap kendala yang 
terjadi disetiap desa di Kecamatan 
Kebonagung. Jika pengolahan objek PBB 
diseluruh desa di Kecamatan Kebonagung 
sudah terintegrasi, maka akan 
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mempermudah pihak Kecamatan dalam 
merealisasikan PBB tiap tahunnya. 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana membuat sistem yang 
mempermudah dalam pendataan 
sehingga dapat meminimalkan 
kesalahan? 
2. Bagaimana sebuah sistem dapat 
mempermudah dalam pencarian 
data sehingga tidak 
membutuhkan waktu yang lama? 
3. Apakah sistem ini mampu 
mengatasi kendala yang belum 
bisa diatasi oleh sistem 
sebelumnya yang belum 
terkomputerisasi? 
1.3 Batasan Masalah 
1. Sistem informasi ini digunakan 
untuk proses Pendataan Objek 
Pajak Bumi dan Bangunan 
mengenai pengolahan data objek 
pajak dan wajib pajak yang akan 
membayar pajak dan sudah 
membayar pajak. Serta 
mempermudah penghitungan 
pendapatan per tahun dari hasil 
pemungutan pajak. 
2. Sistem ini ditujukan untuk desa 
yang berada dilingkup Kecamatan 
Kebonagung. Sistem ini hanya 
mengambil satu contoh 
pengolahan objek PBB pada 
salah satu desa di Kecamatan 
Kebonagung. 
1.4 Tujuan Penelitian 
1. Menghasilkan Sistem Informasi 
pengolahan objek pajak bumi 
dan bangunan di Kecamatan 
Kebonagung. 
2. Untuk memecahkan 
permasalahan - permasalahan 
yang dihadapi oleh Kecamatan 
Kebonagung khususnya pada 
Bagian Seksi Pembukuan dan 
Penagihan mengenai 
Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan yaitu dengan 
dibuatkannya sistem informasi 
komputerisasi dengan 
berbasiskan Database.. 
 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
a. Dapat mempermudah kinerja 
dalam hal pengolahan dan 
pengelolaan data. 
b. Dapat meminimalkan adanya 
kesalahan dalam penginputan data 
yang dilakukan secara manual dan 
mengoptimalkan keamanan data. 
2.1. Pengertian Sistem 
Menurut Jerry Fith Geraid 
(2009:2),“Sistem adalah suatu jaringan 
kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama 
untuk melakukan suatu kegiatan atau 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
Dalam bidang sistem informasi, sistem 
diartikan sebagai sekelompok komponen 
yang saling berhubungan, bekerja sama 
untuk mencapai tujuan bersama dengan 
menerima input serta menghasilkan input 
dalam proses transformasi yang teratur”. 
 
2.2. Pengertian Sistem Informasi 
Menurut james Alter (2009:29) “Sistem 
informasi sebagai kombinasi antar 
prosedur kerja, informasi, orang dan 
teknologi informasi yang diorganisasikan 
untuk mencapai tujuan dalam sebuah 
organisasi. Turban, McLean, dan Waterbe 
(1999) dalam buku Information 
Technology for Managemen Making 
Connection for Strategies Advantages, 
mendefinisikan sistem informasi sebagai 
sistem yang mengumpulkan, memproses, 
menyimpan, menganalisis dan 
menyebarkan informasi untuk tujuan yang 
spesifik. Sistem informasi suatu komponen 
yang terdiri dari manusia, teknologi 
informasi dan prosedur kerja yang 
memproses, menyimpan, menganalisis 
dan mennyebarkan informasi untuk 
mencapai suatu tujuan“. 
 
2.3.   Java 
Java adalah bahasa pemrograman yang 
kode programnya dikompilasi dan 
diinterpretasi. Meskipun pembuatan 
aplikasi java dapat dilakukan melalui IDE 
(Intregrated Development Environment), 
namun disini kita memfokuskan pada tool 
command-line untuk kompilasi dan 
interpretasi. Kompilasi kode program java 
dilakukan menggunakan tool comand-line 
yang bernama javac atau biasa disebut 
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kompiler Java. Tahap kompilasi ini 
bertujuan mengonversi kode sumber ke 
program biner yang berisi bytecode, yaitu 
instruksi-instruksi mesin. ( Didik Dwi 
Prasetyo, 2007:3) 
 
2.4. Netbenas 
NetBeans merupakan salah satu proyek 
open source yang disponsori oleh Sun 
Microsystem. Proyek ini berdiri pada tahun 
2000 dan telah menghasilkan 2 produk, 
yaitu NetBeans IDE dan NetBeans 
Platform. NetBeans IDE merupakan 
produk yang digunakan untuk melakukan 
pemrograman baik menulis kode, meng-
compile, mencari kesalahan dan 
mendistribusikan program. Sedangkan 
NetBeans platform adalah sebuah modul 
yang merupakan kerangka awal/pondasi 
dalam membangun aplikasi desktop yang 
besar. (Wahana Komputer, 2010 :15) 
 
2.5. Pengertian Pajak Bumi dan 
Bangunan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 
pajak kebendaan atas bumi dan/atau 
bangunan dikenakan terhadap subjek 
pajak. Hasil penerimaan PBB merrupakan 
penerimaan negara yang dibagi antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
dengan imbangan pembagian sekurang-
kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah 
Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat 
I sebagai pendapatan daerah yang 
bersangkutan. (Djoko Muljono, 2010:140) 
Kajian Pustaka 
Menurut Cut Putri Isnaini (2009) dalam 
penelitiannya yang berjudul “Sistem 
Pendataan Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan Pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Meulaboh”, Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) merupakan salah 
satu jenis pajak yang merupakan sumber 
penerimaan Negara yang utama, 
disamping penerimaan Negara yang lain. 
Sesuai pasal 6 dan pasal 9 Undang-
Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang No.12 
Tahun 1994 pasal 2 dan 3 diartikan 
sebagai Pajak Negara yang sebagian 
besar penerimaannya merupakan 
pendapatan daerah yang dipergunakan 
untuk penyediaan fasilitas yang juga 
dinikmati oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Dalam pengenaan 
beban pajaknya terlebih dahulu harus 
memperhatikan objek pajaknya dari pada 
subjek pajaknya. Setiap wajib pajak yang 
memiliki objek pajak bumi dan bangunan, 
baik besar maupun kecil akan dikenakan 
pajak sesuai kemampuan dan 
keadaannya. Dalam hal ini digunakan 
sistem Self Assesment adalah suatu 
sistem pemungutan pajak yang wajib 
pajak menentukan sendiri jumlah pajak 
yang terhutang sesuai dengan Undang-
Undang perpajakan (Marsyahrul, 2005, 9) 
yaitu bagi setiap wajib pajak diberikan 
kesempatan untuk mendaftarkan sendiri 
objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkannya 
dibidang pelaporan ke Direktorat Jenderal 
Pajak atau tempat-tempat lain yang 
ditunjuk. 
3.1. Analisis Masalah 
Proses pengolahan Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan pada Kecamatan Kebonagung 
ditangani oleh masing-masing desa. Salah 
satu contohnya adalah Desa Ketepung. 
Seluruh proses pengolahan Objek Pajak 
dan pelaporan data pembayaran Objek 
Pajak ini dilakukan oleh bagian Kaur. 
Pemerintahan, Pelaksana Teknis dan 
Kaur. Keuangan. Petugas melakukan 
pendataan Objek Pajak pada buku Daftar 
Himpunan Objek Pajak ( DHOP ). Pada 
buku tersebut terdiri dari data nama Wajib 
Pajak, alamat Wajib Pajak dan Objek 
Pajak, RT/RW, No. Persil dan Luas. 
Pembayaran Objek Pajak dilakukan 
langsung oleh Wajib Pajak ke Sekretaris 
desa atau pegawai lain yang ditugaskan. 
Selanjutnya, petugas melakukan 
pendataan pembayaran pada buku 
rekapitulasi. Sebelumnya desa 
mendapatkan Daftar Himpunan Ketetapan 
dan Pembayaran ( DHKP ) yang terdiri 
dari data No. Objek Pajak, No. Induk, 
nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak 
dan Objek Pajak, Pajak Terhutang, 
Perubahan Pajak, dan Tanggal Bayar dari 
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II beserta 
SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang ). 
 
 
 
Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi  – Volume 7 No 3  - 2015  - ijns.org 
 
ISSN : 1979-9330 (Print) - 2088-0154 (Online)  16 
Lap_Data_PembayaranPajak
Lap_Data_WajibPajak
Lap_Data_ObjekPajak
Input_Data_PembayaranPajak
Input_Data_WajibPajak
Input_Data_ObjekPajak
0
SI PENGOLAHAN PBB
+
ADMINISTRATOR
DT_ObjekPajakDT_WajibPajak
Lap_Data_ObjekPajak
Input_Data_WajibPajak Input_Data_ObjekPajak
Lap_Data_WajibPajak
ADMINISTRATOR
wajibpajak objekpajak
1
Input_Data_WajibPajak
2
Input_DataObjekPajak
NO_WP = NO_WP NOP = NOP
NO_WP = NO_WP
WAJIBPAJAK
NO_WP varchar(6)
NAMA_WP varchar(30)
RT varchar(2)
RW varchar(2)
DUSUN varchar(10)
DESA varchar(10)
OBJEKPAJAK
NOP varchar(10)
NAMA_WP varchar(30)
NO_WP varchar(6)
ALAMAT_OP varchar(25)
BLOK varchar(5)
KELAS_OP varchar(5)
JENIS_PAJAK varchar(20)
LUAS_BUMI varchar(10)
LUAS_BANGU NAN varchar(10)
NO_PERSIL varchar(10)
NILAI DOUBLE
PEM BAYARAN
NO_PEM varchar(7)
NOP varchar(10)
NAMA_WP varchar(30)
NO_WP varchar(6)
NILAI DOUBLE
DENDA DOUBLE
TOTAL_BYR DOUBLE
TGL date
LOGIN
KODE varchar(10)
USER_ID varchar(10)
PASSWORD varchar(10)
Data Objek Pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Perancangan Sistem 
Diagram Konteks 
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4.1. Implementasi Sistem 
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5.1. Kesimpulan 
1. Dengan adanya Sistem 
Pengolahan Objek Pajak Bumi 
dan Bangunan pengolahan 
data pajak menjadi lebih 
mudah. 
2. Kaur Keuangan merasa 
terbantu dengan adanya sistem 
pengolahan objek bumi dan 
bangunan tersebut. 
3. Penyimpanan data 
pembayaran tidak 
membutuhkan berkas banyak 
dan data bisa digunakan dalam 
jangka waktu yang relatif lama. 
4. Pencarian data lebih mudah 
sehingga tidak menyita banyak 
waktu. 
 
5.2. Saran 
1. Supaya dibuatkan sistem 
informasi untuk proses yang 
lain seperti kependudukan dan 
bantuan desa. 
2. Diharapkan ada upaya 
pengembangan lebih lanjut 
sehingga menghasilkan sistem 
pengolahan objek pajak yang 
lebih sempurna dengan fitur-
fitur terbaru yang nantinya 
akan semakin memudahkan 
proses pengolahan data-data 
pajak.. 
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